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Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
ا Alif Tidak dilambangkan tidak  dilambangkan 
ب Ba B Be 
ت Ta T Te 
ث sa ṡ es (dengan titik di  atas) 
ج jim J Je 
ح ha ḥ ha (dengan titk di bawah) 
خ kha Kh ka dan ha 
د dal D De 
ذ zal Ż zet (dengan titik di atas) 
ر ra R Er 
ز zai Z Zet 
س sin S Es 
ش syin sy es dan ye 
ص sad ṣ es (dengan titik di bawah) 
ض dad ḍ de (dengan titik di bawah) 
ط ta ṭ te (dengan titik di bawah) 
ظ za ẓ zet (dengan titk di bawah)  
ع „ain „ apostrof terbalik 
xii 
 
غ gain G Ge 
ف fa F Ef 
ق qaf Q Qi 
ك kaf K Ka 
ل lam L El 
م mim M Em 
ن nun N En 
و wau W We 
ه ha H Ha 
ء hamzah , Apostof 
ي ya Y Ye 
Hamzah (ء  yang terletak  i awal kata mengikuti vokalnya tanpa  iberi 
tan a apapun. Jika ia terletak  i tengah atau  i akhir  maka  itulis  engan 
tan a     . 
2. Vokal 
Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal 
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
Vokal tungggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 
transliterasinya sebagai berikut : 
 
Tanda Nama Huruf  Latin Nama 
َ ا fatḥah A A 
َ ا 
Kasrah I I 
َ ا ḍammah U U 
xiii 
 
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 
harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu : 
 
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
 َى 
 




a dan i 
 
 َو ى 
 








Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 













..... | َا َى.  
fatḥahdan alif 
atauyā‟ 
Ā a dan garis di atas 
ى kasrah  anyā‟ I i dan garis di atas 
وى ḍammahdan wau Ū u dan garis di atas 
 
4. Tā‟ Marbūṭah 
Transliterasi untuk tā’ marbūṭahada dua, yaitu: tā’ marbūṭahyang hidup 
atau mendapat harkat fatḥah, kasrah, dan ḍammah, yang transliterasinya 
adalah [t]. Sedangkan tā’ marbūṭahyang mati atau mendapat harkat sukun 
transliterasinya adalah [h]. 
Kalau pada kata yang berakhir dengan tā’ marbūṭahdiikuti oleh kata yang 
menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka 
tā’ marbūṭah itu transliterasinya dengan (h). 
xiv 
 
5. Syaddah (Tasydid) 
Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 
dengan sebuah tanda tasydid (  ّ ), dalam transliterasinya ini dilambangkan  
dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 
Jika huruf ىber-tasydid  di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf 
kasrah(  ّىِى),maka ia ditransliterasikan seperti huruf maddahmenjadi (i). 
6. Kata Sandang 
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf 
ال (alif lam ma’arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang 
ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia di ikuti oleh huruf syamsiah 
maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf 
langsung yang mengikutinya.Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang 
mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). 
7. Hamzah 
Aturan transliterasi huruf ham ah menja i apostrop      hanya berlaku bagi 
hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah 
terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia 
berupa alif. 
8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia 
Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata,istilah atau 
kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa 
Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak 
lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur‟an(dari 
al-Qur’ān), alhamdulillah, dan munaqasyah.Namun, bila kata-kata 
xv 
 
tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus 




9. Lafẓ al-Jalālah (الله) 
Kata “Allah” yang  i ahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya 
atau berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frase nominal), ditransliterasi 
tanpa huruf hamzah. 
Adapun tā’ marbūṭahdi akhir kata yang disandarkan kepadalafẓ al-Jalālah 
ditransliterasi dengan huruf [t]. 
10. Huruf Kapital 
Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf  kapital (All caps), dalam 
transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan 
huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku 
(EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal 
nama dari (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan 
kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang 
ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan 
huruf awal kata sandangnya.  Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf 
A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan 
yang sama juga berlaku untuk  huruf awal dari judul referensi yang 
didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun 




Nama : Andi Rezha Putrawangsa
Nim : 10200114117
Judul Skripsi : Efektivitas Pemeliharaan Hutan Mangrove
Berdasarkan Perda No. 8 Tahun 1999 Ditinjau Dari
Hukum Tata Negara Islam
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peranan pemerintah
Kabupaten Sinjai dalam pemeliharaan hutan mangrove, faktor-faktor apa saja
yang menjadi penghambat dan pendukung pemeliharaan hutan mangrove di
Kabupaten Sinjai, bagaimana perspektif hukum Tata Negara Islam tentang
pengelolaan lingkungan.
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (Field
Research). Adapun sumber data primer melalui wawancara. Penelitian ini adalah
memuat sumber data sekunder analisis melalui buku- buku, peraturan perundang-
undangan dan skripsi yang berkaitan.  Pendekatan yang digunakan adalah Yuridis
dan Syar’i. Selanjutnya, metode pengumpulan data yang digunakan adalah
Observasi, Wawancara, dan Dokumentsi. Lalu, teknik pengolahan data dan
analisis data dilakukan dengan melalui tiga tahapan, yaitu: editing data, coding
data, dan analisis data.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pemeliharaan hutan
mangrove Pemerintah Kabupaten Sinjai membentuk kader kehutanan,
pengembangan kapasitas masyarakat, pengawasan kawasan bersama-sama demi
mencapai tujuan kelestarian hutan. Faktor pendukungnya yakni: adanya kelompok
pemerhati Mangrove yang ikut berpartisipasi dalam pengembangan hutan bakau,
masyarakat dan Pemerintah Desa setempat. Sedangkan faktor penghambatnya
adalah: pengembangan hutan bakau yang belum merata, ketersediaan dana dan
dan fasilitas umum yang belum memadai. Pengelolaan Lingkungan dalam
pandangan Islam merupakan karunia dari Allah SWT kepada manusia untuk
digunakan sebagai kelangsungan hidup dan menjadikannya sebagai alat bantu
manusia untuk menjaga eksistensi sesama makhluk hidup di muka bumi ini.
Implikasi dari penelitian ini adalah pemerintah Kabupaten Sinjai
memanfaatkan mangrove sebagai ekowisata dan hutan pendidikan. Melibatkan
semua elemen-elemen yang terkait dengan pengembangan hutan bakau di Desa
Tongke-tongke, sehingga pengembangan yang dilaksanakan dapat dilakukan
bersama-sama dan sesuai dengan apa yang diharapkan bersama. Koordinasi
dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah Desa, dan masyarakat






A. Latar Belakang Masalah 
Indonesia adalah negara yang memiliki banyak sumber daya alam, mulai 
dari laut, hutan, sampai yang terkandung didalam tanah sekalipun. Ada banyak hal 
yang tidak dimiliki oleh Negara lain tetapi dimiliki oleh Indonesia, misalnya 
seperti hutan, Indonesia adalah satu-satunya negara yang memiliki wilayah hutan 
yang sangat besar dibandingkan dengan negara lain. Hutan merupakan salah satu 
sektor terpenting yang perlu mendapatkan perhatian khusus, mengingat lebih dari 
67% luas daratan Indonesia berupa hutan. Hutan adalah kekayaan alam yang 
dikuasai oleh Negara sesuai pasal 33 UUD 1945: Bumi, air dan kekayaan alam 
yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk 
sebesar-besar kemakmuran rakyat”.12 
Sesuai dengan keterangan diatas, Indonesia memiliki luas wilayah hutan 
yang lebih dari 67% yang terdiri dari beberapa jenis yakni, hutan bakau, hutan 
rawa, sabana, hutan musim dan hutan hujan Tropis. Dari keseluruhan jenis hutan 
yang telah penulis terangkan, penulis akan membahas lebih jauh mengenai hutan 
bakau atau yang lebih dikenal dengan sebutan hutan mangrove . Hutan Mangrove 
merupakan ekosistem utamapendukungkehidupan yangpentingdi wilayah pesisir. 
Selain mempunyai fungsi ekologis sebagai penyedia nutrien bagi biota perairan, 
tempat pemijahan dan asuhan bagi bermacam biota, penahan abrasi, penahan 
amukan angin taufan, dan tsunami,penyerap limbah, pencegah intrusi air laut, dan 
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lain sebagainya, hutanmangrovejugamempunyai fungsi ekonomis seperti penyedia 
kayu, daun-daunan sebagai bahan baku obat obatan, dan lain-lain. 
Hutan mangrove berada di kawasan pantai sebuah daerah pesisir maupun 
pinggiran sungai, hutan mangrove tumbuh pada pantai-pantai yang terlindung atau 
pantai-pantai yang datar, biasanya disepanjang sisi pulau yang terlindung dari 
angin atau di belakang terumbu karang di lepas pantai yang terlindung.
3
 
Keberadaan hutan mangrove ini sangat penting bagi kehidupan laut 
sebagai tempat berkembang biaknya biota laut. Selain itu sebagai penyerapan 
polutan, juga pelindungi pantai dari abrasi, meredam ombak, serta menahan 




Pentingnya hutan mangrove ini seakan menjadi jantung kehidupan daerah 
pesisir pantai. Banyak daerah di Indonesia yang telah rusak hutan mangrovenya. 
Kerusakan hutan mangrove banyak di timbulkan oleh ulah manusia itu sendiri 
yang mengeksploitasi hutan-hutan mangrove untuk di buka menjadi lahan 
perikanan yaitu pertambakan ikan maupun udang. Ketidaktaatan manusia terhadap 
peraturan mengenai lingkungan hidup menjadi pemicu maraknya kasus 
pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. Kerusakan hutan mangrove yang 
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Seperti halnya yang terjadi di kabupaten Sinjai pada tahun 2008 ratusan 
hectare hutan bakau terancam rusak parah akibat pembalakan liar yang dilakukan 
warga setempat, yang dimana kerusakan yang paling parah terjadi di kelurahan 
Larea-rea, Kecamatan Sinjai Utara dan kawasan Tongke-tongke, Kecamatan 
Sinjai Timur. 
Tidak hanya  hukum yang dibuat oleh manusia mengatur tentang 
pengelolahan lingkungan , Islam pun mengatur hal tersebut dalam QS Al-
A’raf/7:56. 
                     
        
 
Terjemahnya: 
"Dan janganlah kalian membuat kerusakan di atas muka bumi setelah 
Allah memperbaikinya dan berdo'alah kepada-Nya dengan rasa takut tidak 
diterima dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat 
dekat kepada orang-orang yang berbuat baik".
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Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk mengajukan judul 
penelitian yang menyangkut masalalah ini yaitu, “Efektivitas Pemeliharaan Hutan 
Mangrove Berdasarkan Perda No. 8 Tahun 1999 Ditinjau Dari Hukum Tatanegara 
Islam.” 
 
B. Rumusan Masalah 
 Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dijelaskan 
sebelumnya, maka dapat dirumuskan pokok permasalahan Bagaimana peran 
Pemerintah Dalam Pemeliharaan Hutan Bakau Mengacu Pada Peraturan Daerah 
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Nomor 08 Tahun 1999 dalam Perspektif Hukum Tata Negara Islam di jabarkan 
dalam 2 Sub masalah, yaitu : 
1. Bagamaina peran pemerintah Kabupaten Sinjai dalam pemeliharaan hutan 
mangrove ? 
2. Apa yang menjadi faktor pendukung dan penghambat pemeliharaan hutan 
mangrove ? 
3. Bagaimana Perspektif Hukum Tata Negara Islam tentang pengelolaan 
lingkungan ? 
 
C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 
Agar tidak menyimpang dari pokok permasalahan sebagaimana yang telah 
diuraikan maka akan dipaparkan mengenai batasan-batasan yang menjadi fokus 
penelitian, dan deskripsi fokus ini: 
1. Fokus penelitian  
Agar tidak terjadi kesalapahaman dalam mendefinisikan dan memahami 
penelitian ini, maka penulis akan mendeskripsikan beberapa variable yang 
dianggap penting: 
a. Efektivitas 
b. Hutan mangrove 
c. Perda No. 08 tahun 1999 
d. Hukum Tata Negara Islam 
2. Deskripsi penelitian 
Untuk mempermudah pemahaman dan memberikan gambaran serta 
menyamakan persepsi antara penulis dan pembaca, maka dikemukakaan 
penjelasan yang sesuai dengan variable dalam penelitian ini. Adapun deskripsi 




  Efektivitas berasal dari efektif berarti terjadi suatu akibat atau efek 
yang dikehendaki dalam suatu perbuatan. Soerjono Soekanto mengungkapkan 




1. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang). 
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun 
menerapkan hukum. 
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. 
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau 
diterapkan. 
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang 
didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. 
b. Hutan mangrove  
Hutan mangrove adalah komunitas vegetasi pantai tropis, dan merupakan 
komunitas yang hidup dalam kawasan yang lembap dan berlumpur serta 
dipengaruhi oleh  pasang surut air laut. Mangrove disebut juga sebagai hutan 
pantai,  hutan payau atau hutan bakau. Pengertian mangrove sebagai hutan pantai 
adalah pohon-pohonan yang tumbuh di daerah pantai (pesisir), baik daerah yang 
dipengaruhi pasang surut air laut maupun wilayah daratan pantai yang 
dipengaruhi oleh ekosistem pesisir. Sedangkan pengertian mangrove sebagai 
hutan payau atau hutan bakau adalah pohon-pohonan yang tumbuh di daerah 
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c. Perda no.8 tahun 1999 
 Berdasarkan Perda No.8 tahun 1999, Pemereintah Sinjai bersama 
dinas terkait melaksanakan fungsi pengawasan perda yakni : 
1. Operasi pengawasan dan pengamanan 
Dalam perda no.8 tahun 1999 ada pasal 25 dinyatakan bahwa terdapat tim 
pengawas yang dibentuk pemerintah daerah Sinjai. Operasi pengawasan 
dan pengamanan ini melibatkan polisi kehutanan, dinas terkait yaaang 
terkoordinasi dalam satu tim pengawasan perlindungan hutan. 
2. Kegiatan kelembagaan 
Kegiatan ini dimaksudkan agar masyarakat yang tinggal didekat kawasan 
hutan bakau dapat berpartisipasi dalam kegiatan pengelolaan hutan 
dengan meembentuk kelompok tani atau pengembangan pada kelompok 
tani yang sudah ada. 
3. Pelestarian hutan 
Pelaksanaan pelestarian hutan bakau Tongke-tongke adalah untuk 
mencegah, membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan 
yang disebabkan oleh kepentingan manusia. Salah satu kegiatan 
pelestarian hutan bakau yang pernah dilaksanakan oleh pemerintah daerah 
Sinjai salah satunya GN-RLH  (Gerakan nasional rehabilitasi hutan 
lindung), Gerhan (Gerakan nasional rehabilitasi hutan dan lahan) 
dilaksanakan oleh dinas kehutanan Sinjai bekerjasama dan berkoordinasi 
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dengan dinas kehutanan Propinsi Sulawesi Selatan yang merupakan 
program dari pemerintah pusat.
9
 
d. Hukum Tata Negara Islam 
 Aturan hukum politik dan ketatanegaraan (fiqih siyasah) yang tidak 
hanya mengatur tentang organisasi negara, kedudukan warga Negara dan hak 
asasinya namun juga mengatur tentang sebuah kekuasaan politik yang 
mengendalikan atau memimpin suatu Negara dan semuanya tersebut 
dikembalikan atau dilandasi pada Al-Qur’an sebagai hukum tertinggi dalam 
Islam (syariat Islam). 
D. Kajian Pustaka 
 Beberapa referensi yang diambil dari penelitian sebelumnya yang 
berhubungan dengan penelitian ini, diantaranya adalah: 
Muhammad Ikhsan Taufik (2018) dengan penelitian yang berjudul 
Evaluasi Program Pengelolaan Hutan Mangrove (Studi Pada Dinas Kehutanan 
Provinsi Lampung), diperoleh bahwa dalam Pengelolaan Hutan berdasarkan 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, 
bahwasannya pengalihan kewenangan dalam pengelolaan urusan bidang 
kehutanan yang selanjutnya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dalam hal 
ini pemerintah provinsi meliputi pelaksanaan rehabilitasi di luar kawasan hutan 
negara dan pelaksanaan perlindungan hutan di hutan lindung, yang di mana hutan 
mangrove merupakan kawasan lindung sekaligus kawasan suaka alam 
berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2009-2029. 
Adanya kesamaan dalam pembahasan mengenai pengelolaan hutan mangrove  
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tetapi ada perbedaan yang dimana Undang-Undang Peraturan Daerah yang 
berbeda. 
Ridwan Tambunan, R. Hamdani Harahap, Zulkifli Lubis (2005) yang 
berjudul Pengelolaan Hutan Mangrove di Kabupaten Asahan (Studi Kasus 
Partisipasi Masyarakat  Dalam Pengelolaan Hutan Mangrove Di Kecamatan Lima 
Puluh Kabupaten Asahan), diperoleh bahwa dalam Undang-undang Nomor 41 
tahun 1999, tentang kehutanan pasal 50 ayat (3) berbunyi bahwa setiap orang 
dilarang mengerjakan dan atau menggunakandan atau menduduki kawasan hutan 
secara tidak syah, merambah hutan, dan melakukan penebangan pohon dalam 
kawasan dengan radius atau jarak 130 kali selisih pasang tertinggi dan pasang 
terendah dari pantai. Dalam pembahasan mengenai pemeliharaan hutan mangrove 
yang sama namun lokasi penelitian yang berbeda, yang dimana penelitian 
sebelumnya melakukan penelitian di Kabupaten Asahan. 
Mardiana E. Fachry, Andi Amri, Herbambang Amir (2009) yang berjudul 
Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Pengelolaan Hutan Bakau Di Kabupaten 
Sinjai (Studi Kasus di Desa Tongke-Tongke Kec. Sinjai Timur Kab. Sinjai), 
diperoleh bahwa penelitian ini difokuskan pada peran dan perhatian pemerintah 
Kabupaten Sinjai diwujudkan dalam berbagai kebijakan , keputusan-keputusan 
strategik, sehingga dalam pemanfaatan dan pengelolaan dapat berlangsung secara 
berkelanjutan serta dapat memberikan kontribusi bagi pendapatan daerah. Adanya 
kesamaan dalam penelitian mengenai pemeliharaan hutan mangrove namun 
perbedaan dimana peneliti mengaitkan Hukum Tata Negara Islam dalam 
pemeliharaan hutan mangrove ini. 
Berdasarkan uraian tersebut, diketahui telah dilakukan beberapa penelitian 
mengenai Hutan Mangrove yang tidak hanya dilakukan di Kabupaten Sinjai. 
Namun, peneliti menemukan ada sebelumnya Jurnal yang membahas mengenai 
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hutan bakau yang berada di Kabupaten Sinjai, tetapi penelitian sebelumnya tidak 
membahas Hukum Tata Negara Islam dalam pengelolaan Lingkungan 
(mangrove). 
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
1. Tujuan penelitian 
Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai 
dalam penelitian ini adalah: 
a. Untuk mengetahui peran Pemerintah Kabupaten Sinjai dalam pemeliharaan 
hutan mangrove. 
b. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat pemeliharaan hutan 
mangrove. 
c. Untuk mengetahui Perspektif Hukum Tata Negara Islam dalam pengelolaan 
lingkungan. 
2. Kegunaan penelitian 
Suatu penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat, terutama bagi 
bidang ilmu yang diteliti. Manfaat yang diharapkan diperoleh dari penelitian ini 
adalah sebagai berikut: 
a. Kegunaan teoretis 
1) Hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan tambahan bagi 
kalangan akademisi. 
2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi 
pemerintah Kabupaten Sinjai dalam upaya meningkatkan pengawasan 
dalam pemeliharaan hutan mangrove di Kabupaten Sinjai. 
3) Dapat menjadi bahan bacaan bagi mahasiswa dan masyarakat luas 




b. Kegunaan praktis 
Dalam hal ini penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai 
literatur bagi semua pihak yang tertarik dengan kewenangan lembaga 










 Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian 
dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas 
selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang 
sesungguhnya dicapai. 
 Efektivitas umumnya dipandang sebagai tingkat pencapaian operatif dan 
operasional. Dengan demikian pada dasarnya efektivitas adalah tingkat 
pencapaian tujuan atau sasaran organisasional sesuai yang ditetapkan. Efektivitas 
adalah seberapa baik pekerjaan yang dilakukan, sejauh mana seseorang 
menghasilkan keluaran sesuai yang diharapkan. Ini dapat diartikan, apabila 
sesuatu pekerjaan dapat dilakukan dengan baik sesuai dengan direncanakan, dapat 
dikatakan efektif. 
 Beragamnya bahasan tentang efektivitas hukum, bukan merupakan hal 
aneh mengingat pemikiran aliran sosiologi tentang hukum itu mencakupi 
sejumlah pendekatan, yang lebih beragam ketimbang seragam. Hukum merupakan 
fenomena empiris, yang sifatnya hanya dapat dimengerti jika hukum itu 
dipandang dalam hubungannya dengan masyarakat. Suatu persepsi tentang wujud 
hukum perlu untuk mengujinya sejauhmana ia efektif atau tidak.
1
 
Menurut Pospisil ada empat atribut khas kaidah hukum yang tidak dimiliki 




                                                 
1
Achmad Ali dan Wiwie Haryani, Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum, 
(Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), h. 132. 
2
Achmad Ali dan Wiwie Haryani, Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum, h. 132. 
12 
 
1. Atribute of Authority, yaitu bahwa hukum merupakan keputusan dari pihak-
pihak yang berkuasa dalam masyarakat, keputusan mana ditujukan untuk 
mengatasi ketegangan-ketegangan yang terjadi di dalam masyarakat; 
2. Atribute of Intention of Universal Application, yaitu keputusan yang 
mempunyai daya jangkau yang panjang untuk masa mendatang; 
3. Atribute of Obligation, merupakan ciri dimana keputusan pengawasan yang 
harus berisi kewajiban-kewajiban pihak pertama terhadap pihak kedua dan 
sebaliknya. Dalam hal ini semua pihak masih dalam keadaan hidup. 
4. Atribute of Sanction, yang menentukan bahwa keputusan dari pihak yang 
berkuasa harus dikeluarkan dengan sanksi, yang didasarkan pada kekuasaan 
masyarakat yang nyata. 
  Soerjono Soekanto mengungkapkan bahwa efektif atau tidaknya suatu 
penegakan hukum ditentukan oleh 5 faktor, yaitu :
3
 
1. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang). 
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun 
menerapkan hukum. 
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. 
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau 
diterapkan. 
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan 
pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. 
 Sedangkan menurut Hans Kelsen, Jika Berbicara tentang efektivitas 
hukum, dibicarakan pula tentang Validitas hukum. Validitas hukum berarti bahwa 
norma-norma hukum itu mengikat, bahwa orang harus berbuat sesuai dengan yang 
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Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta: PT. 




diharuskan oleh norma-norma hukum, bahwa orang harus mematuhi dan 
menerapkan norma-norma hukum. Efektivitas hukum berarti bahwa orang benar-
benar berbuat sesuai dengan norma-norma hukum sebagaimana mereka harus 
berbuat, bahwa norma-norma itu benar-benar diterapkan dan dipatuhi.
4
 
 Dalam setiap usaha untuk merealisasikan tujuan pembangunan, maka 
sistem hukum itu dapat memainkan peranan sebagai pendukung dan 
penunjangnya. Suatu sistem hukum yang tidak efektif tentunya akan menghambat 
terealisasikannya tujuan yang ingin dicapai. Sistem hukum dapat dikatakan efektif 
bila perilaku-perilaku manusia di dalam masyarakat sesuai dengan apa yang telah 
ditentukan di dalam aturan-aturan hukum yang berlaku. Dalam hubungan dengan 
efektivitas hukum ini, persyaratan yang diajukan oleh Fuller di dalam penjelasan 
hukum sebagai suatu sistem norma kiranya perlu diperhatikan. Selain itu, Paul 
dan Dias yang dikutip oleh Esmi Warassih mengajukan 5 (lima) syarat yang harus 
dipenuhi untuk mengefektifkan sistem hukum, yaitu :
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1. mudah tidaknya makna aturan-aturan hukum itu untuk ditangkap dan 
dipahami; 
2. luas tidaknya kalangan di dalam masyarakat yang mengetahui isi aturan-
aturan hukum yang bersangkutan. 
3. efisien dan efektif tidaknya mobilisasi aturan-aturan hukum; 
4. adanya mekanisme penyelesaian sengketa yang tidak hanya mudah dijangkau 
dan dimasuki oleh setiap warga masyarakat, melainkan juga harus cukup 
efektif dalam menyelesaikan sengketa-sengketa. 
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5. adanya anggapan dan pengakuan yang merata di kalangan warga masyarakat 
bahwa aturan-aturan dan pranata-pranata hukum itu memang sesungguhnya 
berdaya kemampuan yang efektif. 
 Realitas hukum menyangkut perilaku dan apabila hukum itu dinyatakan 
berlaku, berarti menemukan perilaku hukum yaitu perilaku yang sesuai dengan 
ideal hukum. Dengan demikian apabila diketemukan perilaku yang tidak sesuai 
dengan (ideal) hukum, yaitu tidak sesuai dengan rumusan yang ada pada undang-
undang atau keputusan hakim (case law), dapat berarti bahwa diketemukan 
keadaan dimana ideal hukum tidak berlaku. Hal tersebut juga mengingat bahwa 
perilaku hukum itu terbentuk karena faktor motif dan gagasan, maka tentu saja 
bila ditemukan perilaku yang tidak sesuai dengan hukum berarti ada faktor 
penghalang atau ada kendala bagi terwujudnya perilaku sesuai dengan hukum.
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Masyarakat dan ketertiban merupakan dua hal yang berhubungan sangat erat, 
bahkan bisa juga dikatakan sebagai dua sisi dari satu mata uang. Susah untuk 
mengatakan adanya masyarakat tanpa ada suatu ketertiban, bagaimanapun 
kualitasnya. Ketertiban dalam masyarakat diciptakan bersama-sama oleh berbagai 
lembaga secara bersama-sama seperti hukum dan tradisi. Oleh karena itu dalam 
masyarakat juga dijumpai berbagai macam norma yang masing-masing 
memberikan sahamnya dalam menciptakan ketertiban itu. Kehidupan dalam 
masyarakat yang sedikit banyak berjalan dengan tertib dan teratur ini didukung 
oleh adanya suatu tatanan. Karena adanya tatanan inilah kehidupan menjadi tertib.  
Suatu tatanan yang ada dalam masyarakat sesungguhnya terdiri dari suatu 
kompleks tatanan, yaitu terdiri dari sub-sub tatanan yang berupa kebiasaan, 
hukum dan kesusilaan, dengan demikian ketertiban yang terdapat dalam 
masyarakat itu senantiasa terdiri dari ketiga tatanan tersebut. Keadaan yang 
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demikian ini memberikan pengaruhnya tersendiri terhadap masalah efektivitas 
tatanan dalam masyarakat. Efektivitas ini bisa dilihat dari segi peraturan hukum, 
sehingga ukuran-ukuran untuk menilai tingkah laku dan hubungan-hubungan 
antara orang-orang didasarkan pada hukum atau tatanan hukum.
7
 Ketaatan hukum 
sendiri masih dapat dibedakan kualitasnya dalam tiga jenis, seperti yang 
dikemukakan oleh H.C. Kelman : 
1. Ketaatan yang bersifat compliance, yaitu jika seseorang taat terhadap suatu 
aturan hanya karna ia takut terkena sanksi. 
2. Ketaatan yang bersifat identification, yaitu jika seseorang taat terhadap suatu 
aturan hanya karena takut hubungan baiknya dengan seseorang menjadi 
rusak. 
3. Ketaatan yang bersifat internalization, yaitu jika seseorang taat terhadap 




 Semakin banyak warga masyarakat yang menaati suatu undang-undang 
hanya dengan ketaatan yang bersifat compliance atau identification saja, berarti 
kualitas keefektifan aturan atau perundang-undangan itu masih rendah,sebaliknya 
semakin banyak warga masyarakat yang menaati suatu aturan dan perundang-
undangan dengan ketaatan yang bersifat internalization, maka semakin tinggi 
kualitas efektivitas aturan atau undang-undang itu.
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B. Hutan Mangrove 
1. Pengertian mangrove 
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Hutan mangrove adalah komunitas vegetasi pantai tropis, dan merupakan 
komunitas yang hidup dalam kawasan yang lembap dan berlumpur serta 
dipengaruhi oleh  pasang surut air laut. Mangrove disebut juga sebagai hutan 
pantai,  hutan payau atau hutan bakau. Pengertian mangrove sebagai hutan pantai 
adalah pohon-pohonan yang tumbuh di daerah pantai (pesisir), baik daerah yang 
dipengaruhi pasang surut air laut maupun wilayah daratan pantai yang 
dipengaruhi oleh ekosistem pesisir.Sedangkan pengertian mangrove sebagai hutan 
payau atau hutan bakau adalah pohon-pohonan yang tumbuh di daerah payau pada 
tanah alluvial atau pertemuan air laut dan air tawar di sekitar muara sungai.
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2. Manfaat ekosistem mangrove 
Manfaat ekosistem mangrove yang berhubungan dengan fungsi fisik 
adalah sebagai mitigasi bencana seperti peredam gelombang dan angin badai bagi 
daerah yang ada di belakangnya, pelindung pantai dari abrasi, gelombang air 
pasang (rob), tsunami, penahan lumpur dan perangkap sedimen yang diangkut 
oleh aliran air permukaan, pencegah intrusi air laut ke daratan, serta dapat menjadi 
penetralisir pencemaran perairan pada batas tertentu. Manfaat lain dari ekosistem 
mangrove ini adalah sebagai obyek daya tarik wisata alam dan atraksi ekowisata 
dan sebagai sumber tanaman obat.  
Beberapa justifikasi untuk mengelola ekosistem mangrove secara 
berkelanjutan adalah:  
a. Mangrove merupakan sumber daya alam yang dapat dipulihkan yang 
mempunyai manfaat ganda (manfaat ekonomis dan ekologis). Selain itu 
sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, hutan 
mangrove menyediakan berbagai jenis sumber daya sebagai bahan baku 
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industri dan berbagai komoditas perdagangan yang bernilai ekonomis tinggi 
yang dapat menambah devisa negara. Secara garis besar manfaat ekonomis 
dan ekologis mangrove adalah:  
1) Manfaat ekonomis, terdiri atas:  
a) Hasil berupa kayu (kayu konstruksi, tiang/pancang, kayu bakar, arang, 
serpihan kayu untuk bubur kayu).  
b) Hasil bahan kayu (tannin, madu, alkohol, maknan, obat-obatan, dll). Jasa 
lingkungan (ekowisata)  
2) Manfaat ekologis, yang terdiri atas berbagai fungsi lindung lingkungan, 
bak bagi lingkungan ekosistem daratan dan lautan maupun habitat 
berbagai jenis fauna, diantaranya:  
a) Sebagai proteksi abrasi/erupsi, gelombang atau angin kencang.  
b) Pengendalian intrusi air laut.  
c) Habitat berbagai jenis fauna.  
d) Sebagai tempat mencari makan, memijah dan berkembang biak berbagai jenis 
ikan, udang dan biota laut lainnya.  
e) Pembangunan lahan melalui proses sedimentasi.  
f) Memelihara kualitas air (mereduksi polutan, pencemar air).  
g) Penyerap CO2 dang penghasil O2 yang relatif tinggi dibandingkan tipe hutan 
lain.  
b. Mangrove mempunyai nilai produksi primer bersih (PBB) yang cukup tinggi, 
yakni biomassa (62,9-398,8 ton/ha), guguran serasah (5,8-25,8 ton/ha/th) dan 
tiap volume (20 ton/ha/th, 9m3/ha/th pada hutan tanaman bakau umur 20 
tahun). Besarnya nilai produksi primer ini cukup berarti bagi penggerak rantai 
pangan kehidupan berbagai jenis organisme akuatik di pesisir dan kehidupan 
masyarakat pesisir itu sendiri.  
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c. Skala internasional, regional dan nasional, hutan mangrovee luasnya relatif 
lebih kecil bila dibandingkan, baik dengan luas daratan maupun luasan tipe 
hutan lainnya, padahal manfaatnya (ekonomis dan ekologis) sangat penting 
bagi kelangsungan kehidupan masyarakat (khususnya masyarakat pesisir), 
sedangkan di pihak lain ekosistem mangrove bersifat rentan (fragile) terhadap 
gangguan dan cukup sulit untuk merehabilitasi kerusakannya.  
d. Ekosistem mangrove, baik secara sendiri maupun bersama dengan ekosistem 
padang lamun dan terumbu karang berperan penting dalam suatu stabilitas 
ekosistem pesisir, baik secara fisik maupun biologis.  
e. Ekosistem mangrove merupakan sumber plasma nutfah yang cukup tinggi 
yang saat ini sebagian besar manfaatnya belum diketahui. 
3. Sumber daya hutan mangrove 
Hutan mangrove merupakan suatu ekosistem yang kompleks dank has, 
serta memiliki daya dukung cukup besar terhadap lingkungan di sekitarmya. Oleh 
karenanya ekosistem mangrove dikatakan produktif dan memberikan manfaat 
tinggi terutama dari fungsi yang dikandungnya.Pengelompokan berbagai macam 
manfaat dan fungsi ekosistem hutan mangrove disampaikan dengan berbagai 
versi.Pada dasarnya manfaat tersebut, dikelompokkan terhadap manfaat langsung 
secara ekonomi dan manfaat atau fungsi ekologi.Walaupun demikian ke dua 
manfaat tersebut secara potensial mempunyai nilai ekonomi yang cukup tinggi, 
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4. Karakteristik hutan mangrove 
Hutan mangrove mempunyai karakteristik yang unik dengan berbagai 
sistem perairan maupun fungsi ekologi yang dikandungnya.Mangrove tumbuh 
optimal di wilayah pesisir yang memiliki muara sungai besar dan delta yang 
airnya banyak mengandung lumpur. Secara umum karakteristik hutan mangrove 
dijelaskan sebagai berikut:  
a. Umumnya tumbuh pada daerah intertidal yang jenis tanahnya berlumpur, 
berlempung atau berpasir.  
b. Daerahnya tergenangi air laut secara berkala, baik setiap hari maupun yang 
hanya tergenang pada saat pasang purnama. Frekusensi genangan 
menentukan komposisi vegetasi hutan mangrove.  
c. Menerima pasokan air tawar yang cukup dari darat.  
d. Terlindung dari gelombang besar dan arus pasang surut yang kuat. Air 
bersanilitas payau(2-22 permil) hingga asin (mencapai 38 permil)
12
. 
5. Zonasi hutan mangrove 
Diperkirakan terdapat sekitar 89 spesies mangrove yang tumbuh di dunia, 
yang terdiri dari 31 genera dan 22 famili.Tumbuhan mangrove tersebut umumnya 
tumbuh di hutan pantai Asia Tenggara, yaitu sekitar 74 spesies.Lebih lanjut 
dikatakan bahwa jumlah ini sekitar 51% atau 38 spesies hidup di Indonesia. 
Vegetasi mangrove cenderung tumbuh dalam zona-zona tertentu dan 
berkaitan erat dengan tipe tanah dan keadaan pasang surut. Salah satu tipe di 
Indonesia dijelaskan yaitu: 
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a. Daerah yang palin dekat dengan laut, dengan substrat agak berpasir, sering 
ditumbuhi oleh Avicennia spp. Pada zona ini biasa berasosiasi Sonneratia 
spp, yang dominan tumbuh pada lumpur dalam yang kaya bahan organic. 
b. Lebih kea rah darat, hutan mangrove umumnya didominasi oleh Rhyzophora 
spp. Di zona ini juga dijumpai Bruguiera spp dan Xylocarpus spp. 
c. Zona berikutnya didominasi oleh Bruguiera spp. 
d. Zona transisi antara hutan mangrove dengan hutan dataran rendah biasa 
ditumbuhi oleh Nypa fruticans, dan beberapa spesies palem lainnya
13
. 
C. Pengelolaan Lingkungan Menurut Hukum Tata Negara  Islam 
 Lingkungan atau lingkungan hidup manusia adalah jumlah semua benda 
dan kondisi yang dalam ruang yang kita tempati yang mempengaruhi kehidupan 
kita. Lingkungan hidup sebagai karunia Allah swt, merupakan sistem dari ruang 
waktu, materi, keanekaragaman, dan alam fikiran serta perilaku manusia dan 
makhluk lainnya.Islam merupakan agama yang berisi petunjuk serta pedoman 
bagi para pemeluknya tentang bagaimana manusia harus bersikap dan berperilaku 
dalam kehidupan. Petunjuk dan pedoman ini secara sempurna telah digariskan di 
dalam kitab sucinya, Al-Qur‟an dan hadist nabi Muhammad saw. Petunjuk ini 
juga mengatur bagaimana seorang manusia harus hidup bahagia dan sejahtera di 
dunia dan di akhirat. Disamping itu pula, juga mengatur hubungan manusia 
dengan sang pencipta, hubungan manusia dengan manusia lainnya dan hubungan 
manusia dengan alamsemesta termasuk bumi yang di anugrahkan oleh tuhan yang 
maha pemurah dan pengasih bagi kesejahteraan hidupnya.
14
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 Menurut Yusuf Al-Qaradhawi, menjaga lingkungan hidup sama dengan 
menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, dan menjaga harta. 
Rasionalitasnya adalah bahwa jika aspek-aspek jiwa, akal, keturunan, dan harta 
rusak, maka eksistensi manusia dalam lingkungan menjadi ternoda.
15
 
 Lingkungan menurutnya terbagi atas dua konsep yaitu lingkungan dinamis 
(hidup) dan lingkungan mati yang meliputi alam yang diciptakan oleh Allah dan 
industry (hasil kreasi teknologi) yang diciptakan oleh manusia.Sedangkan 
lingkungan dinamis meliputi wilayah manusia, hewan dan tumbuhan. Keserasian 
antara menjaga lima hal dalam inti syari‟ah ini mencakup juga dengan menjaga 
lingkungan hidup yang ada dimuka bumi ini. Keselarasan di setiap point 
dalamMaqashid Al-Syariah dengan lingkungan demikemaslahatan adalah : 
 1. Menjaga lingkungan dalam point menjaga agama 
  Mencemari lingkungan yang hidup di bumi ini maka pada dasarnya 
akan menodai dari substansi keberagaman yang benar dan secara tidak langsung 
meniadakan tujuan eksistensi manusia di muka bumi ini dan sekaligus 
menyimpang dari perintah secara konteks horizontal. Disisi lain perbuatan yang 
sewena-wena akan menghilangkan sikap yang adil dan dan ihsan yang 
diperintahkan oleh Allah. Kegiatan yang di kategorikan menodai fungsi manusia 
sebagai khalifah dimuka bumi ini adalah merusak alam dalam lingkungan karena 
alam ini bukan milikmanusia namun milik Allah Yang Maha Kuasa. 
2. Menjaga lingkungan dalam point menjaga jiwa 
  Menjaga lingkungan dalam menjaga jiwa ini juga merupakan hal 
yang saling berinteraksi, dalam hal ini adalah perlindungan terhadap psikis 
kehidupan manusia dan keselamatan mereka. Rusaknya lingkungan, pencemaran, 
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pengurasan sumber daya alam serta mengabaikan prinsip-prinsip 
keseimbangannya, akan membahayakan kehidupan manusia kedepannya. 
Semakin ter-eksploitasi secara besar hal ini maka akan semakin besar ancaman 
yang terjadi bagi jiwa manusiadi muka bumi ini. Dan hal ini menjadikan kasus 
yang besar terhadap allah. Melihat betapa pentingnya persoalan harga diri dan 
jiwa seorang manusia.
16
Firman Allah Sw tdalam QS. Al-Maidah 5/32: 
                          
                           
                     
       
Terjemahan: 
Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: 
Barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu 
(membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka 




 Membunuh orang lain tanpa sebab orang itu merusak di atas bumi 
dengan menganggu keamanan dan ketentraman, serta membinasakan tanaman dan 
keturunan, seperti yang dilakukan kawanan maling bersenjata yang siap 
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 Menjaga keturunan juga termasuk dalam menjaga lingkungan, yaitu 
menjaga keturunan umat manusia di atas bumi ini, maka menjaga keturuna juga 
makna menjaga generasi yang akan datang. Karena penyimpangan terhadap 
pengrusakan lingkungan akan menghasilkan ancaman bagi generasi masa depan. 
Meskipun kita ketahui bahwa dampak teknologi yang sudah maji di zaman 
sekarang ini, namun generasi selanjutnya yang akan merasakan akibat dampak 
teknologi yang merusak lingkungan hidup di muka bumi ini..Pertama bahwa 
seluruh alam ini diciptakan untuk kemaslahatan manusia, dan membantu 
memenuhi kebutuhan manusia. Kedua adalah bahwa lingkungan dan seisinya, satu 
sama lain akan mendukung dan saling menyempurnakan serta saling tolong 
menolong sesuai dengan sunnah-sunnah Alam yang berlaku dijagad raya ini.
19
 
 Dari peran yang di lakukan oleh manusia terhadap lingkungan yang 
mana setelah Tuhan menundukkan alam beserta isi-isinya dan semua ruang 
melingkupinya, maka tahap selanjutnya adalah tuntutan untuk berinteraksi dengan 
baik sesuai dengan garis perintah Allah dan melaksanakan serta memelihara 
hukum-hukum tersebut dalam pengaplikasian yang nyata. 
 3. Menjaga lingkungan dalam point menjaga harta 
  Menjaga lingkungan sama juga dengan menjaga kebutuhan pokok 
bagi manusia, yaitu menjaga harta. Karena harta merupakan hal yang paling 
pokok dalam kebutuhan manusia dalam dunia ini.Firman Allah dalam QS. An-
Nisa 4/5 : 
 
                     
           
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Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna 
akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah 
sebagai pokok kehidupan.berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta 
itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik.
20
 
Hal diatas menjelaskan bahwa harta tidak terbatas pada uang, emas, dan 
permata saja melainkan segala isi bumi dan alam adalah bagian dari hasil untuk 
memperoleh harta sebagai kebutuhan dalam dunia ini.Sehingga perbuatan untuk 
di bumi ini untuk melestarikan dan tidak melakukan eksploitasi dengan tujuan 
yang tidak jelas dan mengakibatkan lingkungan ini menjadi rusak. Bentuk 
eksploitasi ini lah yang membuat peluang lebih besar dalam pengrusakan 
lingkungan yang akan mengusik regenerasi mendatang, olehnya itu hal yang 
mengakibatkan kerusakan lingkungan dilarang dan mengakibatkan eksistensi 
dalam melindungi harta menjadi terganggu.
21
 
Islam memandang bahwa hutan merupakan masuk kedalam kategori 
kepemilikan umum dan bukan kepemilikan individu atau Negara. 
“Nabi Muhammad SAW. bersabda: „‟Kaum Muslim bersekutu (sama-
sama memiliki hak) dalam tiga hal: air, padang rumput dan api” (HR Abu Dawud 
dan Ibn Majah)” 
Penjelasan Hadits di atas menunjukkan bahwa air (sumber mata air), 
padangrumput (hutan) dan api (bahan tambang minyak dan bijih) adalah milik 
umum, karena sama-sama mempunyai sifat tertentu sebagai ilkkklat (alasan 
penetapan hukum), yakni menjadi hajat hidup orang banyak. Taqiyuddin an 
Nabhani dalam kitab Nidzomul Al Islam mendefinisikan kepemilikan umum 
sebagai izin Allah (selaku pembuat hukum) kepada jamaah (masyarakat) untuk 
memanfaatkan benda secara bersama-sama. Yang masuk kategori fasilitas umum 
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adalah apa saja yang dianggap sebagai kepentingan manusia secara umum, seperti 
sumber-sumber air, padang gembalaan, kayu-kayu bakar, energi listrik dan 
lainnya. Dengan demikian jika fasilitas umum tersebut benar-benar menjadi milik 
umum, maka diharapkan benda-benda ataupun barang-barang tersebut dapat 
dinikmati oleh masyarakat secara bersama. Hal ini tentunya akan membawa 
dampak terhadap terjadinya pemerataan bagi seluruh rakyat.  
Oleh karena itu, dalam memanfaatkan bumi ini tidak boleh semena-mena, 
dan seenaknya saja dalam mengekploitasinya.Pemanfaatan berbagai sumber daya 
alam baik yang ada di laut, didaratan dan didalam hutan harus dilakukan secara 
proporsional dan rasional untuk kebutuhan masyarakat banyak dan generasi 
penerusnya serta menjaga ekosistemnya. 
Berikut ini beberapa ketentuan syariah Islam terpenting dalam pengelolaan 
hutan : 
1.  Hutan termasuk dalam kepemilikan umum, bukan kepemilikan individu 
atau negara. 
Syariah telah memecahkan masalah kepemilikan hutan dengan tepat, yaitu 
hutan (al-ghaabaat) termasuk dalam kepemilikan umum (al-milkiyah al-„ammah) 
(Zallum, 1983:25). 
 
Ketentuan ini didasarkan pada hadits Nabi SAW : 
"Kaum muslimin berserikat dalam tiga hal : dalam air, padang rumput 
[gembalaan], dan api." (HR. Abu Dawud, Ahmad, Ibnu Majah). (Imam Syaukani, Nailul 
Authar, hal. 1140). 
Hadits ini menunjukkan bahwa tiga benda tersebut adalah milik umum, 
karena sama-sama mempunyai sifat tertentu sebagai illat (alasan penetapan 
hukum), yakni menjadi hajat hidup orang banyak (min marafiq al-jama‟ah). 
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Termasuk milik umum adalah hutan (al-ghaabaat), karena diqiyaskan dengan tiga 
benda di atas berdasarkan sifat yang sama dengan tiga benda tersebut, yaitu 
menjadi hajat hidup orang banyak. 
2. Pengelolaan hutan hanya dilakukan oleh negara saja, bukan oleh pihak 
lain (misalnya swasta atau asing). 
Zallum menerangkan ada dua cara pemanfaatan kepemilikan umum : 
Pertama, untuk benda-benda milik umum yang mudah dimanfaatkan 
secara langsung, seperti jalan umum, rakyat berhak memanfaatkannya secara 
langsung. Namun disyaratkan tidak boleh menimbulkan bahaya (dharar) kepada 
orang lain dan tidak menghalangi hak orang lain untuk turut memanfaatkannya. 
Kedua, untuk benda-benda milik umum yang tidak mudah dimanfaatkan 
secara langsung, serta membutuhkan keahlian, sarana, atau dana besar untuk 
memanfaatkannya, seperti tambang gas, minyak, dan emas, hanya negaralah --
sebagai wakil kaum muslimin-- yang berhak untuk mengelolanya. 
Atas dasar itu, maka pengelolaan hutan menurut syariah hanya boleh 
dilakukan oleh negara (Khalifah), sebab pemanfaatan atau pengolahan hutan tidak 
mudah dilakukan secara langsung oleh orang per orang, serta membutuhkan 
keahlian, sarana, atau dana yang besar. 
Sabda Rasulullah SAW : "Imam adalah ibarat penggembala dan hanya dialah 
yang bertanggung jawab terhadap gembalaannya (rakyatnya)." (HR. Muslim) 
Dikecualikan dalam hal ini, pemanfaatan hutan yang mudah dilakukan 
secara langsung oleh individu (misalnya oleh masyarakat sekitar hutan) dalam 
skala terbatas di bawah pengawasan negara.Misalnya, pengambilan ranting-
ranting kayu, atau penebangan pohon dalam skala terbatas, atau pemanfaatan 
hutan untuk berburu hewan liar, mengambil madu, rotan, buah-buahan, dan air 
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dalam hutan. Semua ini dibolehkan selama tidak menimbulkan bahaya dan tidak 
menghalangi hak orang lain untuk turut memanfaatkan hutan. 
3. Pengelolaan hutan dari segi kebijakan politik dan keuangan bersifat 
sentralisasi, sedangkan dari segi administratif adalah desentralisasi (ditangani 
pemerintahan propinsi/wilayah). 
Meskipun pengelolaan hutan menurut syariah adalah di tangan negara, 
tidak berarti semua urusan hutan ditangani oleh pemerintah pusat (Khalifah). 
Hal-hal yang menyangkut kebijakan politik, seperti pengangkatan Dirjen 
Kehutanan, dan kebijakan keuangan (maaliyah), ada di tangan Khalifah sebagai 
pemimpin pemerintah pusat. 
Sedangkan hal-hal yang menyangkut administratif (al-idariyah) dalam 
pengelolaan hutan, ditangani oleh pemerintahan wilayah (propinsi). Misalnya 
pengurusan surat menyurat kepegawaian dinas kehutanan, pembayaran gaji 
pegawai kehutanan, pengurusan jual beli hasil hutan untuk dalam negeri, dan 
sebagainya. 
Dalil untuk ketentuan ini adalah kaidah fikih yang menyatakan : al- ashlu 
fi al-af'aal al-idariyah al-ibahah (hukum asal aktivitas administrasi/manajerial 
adalah boleh). 
Jadi pada dasarnya urusan administrasi itu adalah boleh bagi Khalifah 
untuk menetapkannya sendiri, dan boleh juga Khalifah mendelegasikannya untuk 
ditetapkan dan ditangani oleh Wali (Gubernur) di daerah. 
4. Negara memasukkan segala pendapatan hasil hutan ke dalam Baitul Mal 
(Kas Negara) dan mendistribusikan dananya sesuai kemaslahatan rakyat dalam 
koridor hukum-hukum syariah. 
Segala pendapatan hasil hutan menjadi sumber pendapatan kas negara 
(Baitul Mal) dari sektor Kepemilikan Umum. 
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Mengenai distribusi hasil hutan, negara tidak terikat dengan satu cara 
tertentu yang baku. Negara boleh mendistribusikan hasil hutan dalam berbagai 
cara sepanjang untuk kemaslahatan rakyat dalam bingkai syariah Islam. Kaidah 
fikih menyebutkan : "Tasharruf al-Imaam „alaa al-ra‟iyyah manuuthun bi al-
maslahah." 
(Kebijakan Imam/Khalifah dalam mengatur rakyatnya berpatokan pada 
asas kemaslahatan) (Lihat Imam Suyuthi, al-Asybah wa an-Nazha`ir fi Al-Furu‟) 
5. Negara boleh melakukan kebijakan hima atas hutan tertentu untuk suatu 
kepentingan khusus. 
Hima artinya kebijakan negara memanfaatkan suatu kepemilikan umum 
untuk suatu keperluan tertentu, misalnya untuk keperluan jihad fi sabilillah. 
Dalil bolehnya negara melakukan hima adalah hadits bahwa Rasulullah 
SAW telah melakukan hima atas Naqii‟ (nama padang gembalaan dekat Madinah) 
untuk kuda-kuda perang milik kaum muslimin (HR Ahmad dan Ibnu Hibban) 
(Athif Abu Zaid Sulaiman Ali, Ihya` al-Aradhi al-Amwat fi Al-Islam, h. 105) . 
Maka dari itu, negara boleh melakukan hima atas hutan Kalimantan 
misalnya, khusus untuk pendanaan jihad fi sabilillah. Tidak boleh hasilnya untuk 
gaji dinaskehutanan, atau untuk membeli mesin dan sarana kehutanan, atau 
keperluan apa pun di luar kepentingan jihad fi sabilillah. 
6. Negara wajib melakukan pengawasan terhadap hutan dan pengelolaan 
hutan. 
Fungsi pengawasan operasional lapangan ini dijalankan oleh lembaga 
peradilan, yaitu Muhtasib (Qadhi Hisbah) yang tugas pokoknya adalah menjaga 
terpeliharanya hak-hak masyarakat secara umum (termasuk pengelolaan 
hutan).Muhtasib misalnya menangani kasus pencurian kayu hutan, atau 
pembakaran dan perusakan hutan. 
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Muhtasib bertugas disertai aparat polisi (syurthah) di bawah 
wewenangnya.Muhtasib dapat bersidang di lapangan (hutan), dan menjatuhkan 
vonis di lapangan. 
Sedangkan fungsi pengawasan keuangan, dijalankan oleh para Bagian 
Pengawasan Umum (Diwan Muhasabah Amah), yang merupakan bagian dari 
institusi Baitul Mal (Zallum, 1983). 
7. Negara wajib mencegah segala bahaya (dharar) atau kerusakan (fasad) 
pada hutan. 
Dalam kaidah fikih dikatakan, "Adh-dlarar yuzal", artinya segala bentuk 
kemudharatan atau bahaya itu wajib dihilangkan.Nabi SAW bersabda, "Laa 
dharara wa laa dhiraara." (HR Ahmad & Ibn Majah), artinya tidak boleh 
membahayakan diri sendiri maupun membahayakan orang lain. 
Ketentuan pokok ini mempunyai banyak sekali cabang-cabang peraturan 
teknis yang penting. Antara lain, negara wajib mengadopsi sains dan teknologi 
yang dapat menjaga kelestarian hutan. Misalnya teknologi TPTI (Tebang Pilih 
Tanam Indonesia).Negara wajib juga melakukan konservasi hutan, menjaga 
keanekaragaman hayati (biodiversity), melakukan penelitian kehutanan, dan 
sebagainya. 
8. Negara berhak menjatuhkan sanksi ta‟zir yang tegas atas segala pihak 
yang merusak hutan. 
Orang yang melakukan pembalakan liar, pembakaran hutan, penebangan 
di luar batas yang dibolehkan, dan segala macam pelanggaran lainnya terkait 
hutan wajib diberi sanksi ta‟zir yang tegas oleh negara (peradilan). 
Ta‟zir ini dapat berupa denda, cambuk, penjara, bahkan sampai hukuman 
mati, tergantung tingkat bahaya dan kerugian yang ditimbulkannya.Prinsipnya, 
ta‟zir harus sedemikian rupa menimbulkan efek jera agar kejahatan perusakan 
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hutan tidak terjadi lagi dan hak-hak seluruh masyarakat dapat terpelihara.Seorang 
cukong illegal loging, misalnya, dapat digantung lalu disalib di lapangan umum 
atau disiarkan TV nasional. 
Jenis dan kadar sanksi ta‟zir dapat ditetapkan oleh Khalifah dalam undang-
undang, atau ditetapkan oleh Qadhi Hisbah jika Khalifah tidak mengadopsi suatu 
undang-undang ta‟zir yang khusus.22 
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A. Jenis dan Lokasi Penelitian 
1. Jenis penelitian 
Penelitian ini merupakan penelitian deskriktif kualikatif lapangan. yuridis 
empiris, dengan fokus penelitian pada pelaksanaan hukum, atau penelitian yang 
membahas bagaimana hukum beroperasi dalam masyarakat. Dalam penelitian ini 
akan ditinjau pelaksanaan hukum dalam pemeliharaan hutan mangrove 
berdasarkan Perda No 08 Tahun 1999. 
Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), dengan 
mengkaji dan meneliti secara langsung dilapangan untuk mendapatkan data secara 
terperinci. Hal ini dilakukan dengan observasi atau pengamatan, percakapan 
informal, wawancara, ataupun telah dokumen yang ada dilapangan. 
2.  Lokasi penelitian 
Penelitian ini akan dilakukan di instansi pemerintah terkait  di Dinas 
Kehutanan dan Wisata Hutan Bakau Tongke-tongke. 
B. Pendekatan Penelitian 
1. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian yuridis yaitu 
pendekatan yang menekankan pada suatu penelitian dengan melihat 
pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
2. Penedekatan Normatif syar’I (Teologi Normatif), penedekatan ini 




C. Sumber Data 
Sumber data merupakan tempat dimana dan kemana data dari suatu 
penelitian dapat diperoleh. Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data 
primer dan sumber data sekunder yang terdiri atas: 
1. Data primer 
Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama dari 
penelitian lapangan yang dilakukan dengan mengadakan wwancara langsung 
dengan pihak-pihak yang terkait sehubungan dengan penulisan penelitian. 
2. Data sekunder 
Data Sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan-bahan laporan, 
tulisan-tulisan, arsip,  data instansi serta dokumen lain yang telah ada sebelumnya 
serta mempunyai hubungan erat dengan masalah yang dibahas dalam penulisan 
penelitian. Sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan 
data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau dokumen.  
D. Metode Pengumpulan Data 
   Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini 
antara lain sebagai berikut : 
 1. Wawancara atau interview adalah pertemuan antara dua orang atau 
percakapan antara dua orang untuk mendapatkan informasi dan ide melalui 






 2. Observasi adalah metode atau cara-cara yang menganalisis dan 
mengadakan pencatatan secara sistematis mengenai tingkah laku dengan 
melihat atau mengamati individu atau kelompok secara lansung. 
 3. Dokumentasi adalah teknik pengumulan data dengan cara melihat 
dokumen-dokumen bisa berbentuk tulisan (peraturan dan keputusan), 
gambar atau karya-karya yang momental yang bersangkutan dengan 
penelitian ini. 
 4. Studi Dokumen adalah teknik pengumpulan data dengan studi dokumen 
yang relevan dengan permasalahan penelitian yaitu Peraturan Daerah 
tahun Nomor 08 Tahun 1999, serta berbagai bahan bacaan yang berkaitan 
dengan pemeliharaan hutan mangrove. 
E. Instrumen Penelitian 
Adapun instrumen penelitian yang digunakan adalah peneliti sendiri 
karena peneliti lebih kenal maksud dan tujuan penelitian ini dengan 
menggunakan. 
 1.   Daftar pertanyaan  
  Dafar pertanyaan ini digunakan dalam melakukan wawancara agar proses 
wawancara lebih terarah. 
 2. Buku catatan dan alat tulis 






 4. Kamera 
  Alat ini digunakan untuk memotret oleh peneliti dala.m melakukan 
wawancara terhadap informan. 
 5. Tape recorder/HP 
  Alat ini digunakan untuk merekam semua percakapan atau pembicaraan 
dengan informan. Karena jangan sampa data yang dicatat itu kurang akurat 
sehingga hasil rekaman dapat digunakan untuk menyempurnakannya. 
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 
1. Teknik pengolahan data 
  Pengolahan data diartikan sebagai proses mengartikan data-data 
lapangan yang sesuai dengan tujuan, rancangan, dan sifat peneliti. Adapun 
teknik pengolahan data dalam penelitian ini yaitu : 
a. Klasifikasi data 
 Yang dimaksud dengan klasifikasi data adalah menggolongkan atau 
mengelompokkan data yang dihasilkan dari penelitian. 
b. Reduksi Data  
 Yang dimaksud reduksi data adalah mengurangi atau memilih-milih data 
yang sesui dengn topik dimana data tersebut dihasilkan dari penelitian. 
c. Koding 
 Yang dimaksud dengan koding adalah penyesuian data yang diperoleh dari 
hasil penelitian kepustakaan dan penelitin lapangan. Dengan pokok pangkal 




d. Editing data 
 Yang dimaksud dengan editing data adalah pemeriksaan data hasil 
penelitian yang bertujuan untuk mengetahui relevansi atau hubungan dan 
keabsahan data yang dideskripsikan dalam menemukaan jawaban pokok 
permasalahan. Hal ini dilakukan untuk memperbaiki data serta 
menghilangkan keragu-raguan atas data yang di peroleh dari hasil 
wawancara. 
2. Analisis Data  
  Analisis data adalah proses penyerderhanaan data kedalam bentuk 
yang lebih muda dibaca dan dipahami serta diinterprestasikan. Penulis 
menggunakan analisa data kualitatif. Kualitatif yaitu menganalisis atau 
menggambarkan data hasil penelitian dilapangan dengan cara kata-kata tanpa 
menganalisis angka dan selanjutnya pengolaahan data disajikan secara 
deskriptif analisis yaitu menggambarkan secara lengkap aspek-aspek 
mengenai masalah berdasaarkan literatur dan data lapangan. 
3. Penguji Keabsahan Data 
  Demi terjaminnya keakuratan data yang telah terkumpul, maka 
perlu dilakuka pengujian keabsahan data. Dalam hal pengujian keabasahan 
data didasarkan pada criteria tertentu, yaitu: derajat kepercayaan (credibility) 
dngan perpanjangan pengamatan, meningkatkan ketekunan, triangulasi dan 
menggunakan bahan referensi.  
  Perpanjangan pengamatan berarti meneliti kembali ke lapangan 
melakukan penngamatan, wawancara dengan sumber data yang pernah 
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ditemui sebelumnya. Dengan perpanjanga pengamatan ini akan tercipta 
hubungan yang baik anatara peniliti dan narasumber. 
  Meningkatkan ketekunan berarti peneliti melaakukan pengamatan 
secara lebih cermat agar data yang diperoleh terhindar dari hal-hal yang tidak 
diinginkan atau tidak sesuai. 
  Triangulasi adalah teknik pengecekan data dari, berbagai sumber, 
segala cara dan berbagai waktu. Triangulasi yang digunakan adalah 
triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber yaitu 
membandingkan data yang diperoleh dari berbagai sumber, kemudian di 
analisis dan menghasilkan kesimpulan. Triangulasi teknik yaitu mengecek 
data kepada sumber yang sama dan teknik yang berebeda. Misalnya, data 
yang diperoleh dari teknik observasi dicek dengan teknik wawancara. 
  Menggunakan referensi artinya adanya pendukung untuk 
membuktikan keabsahan data yang diperoleh peniliti agar terhindar dari 










EFEKTIVITAS PEMELIHARAAN HUTAN MANGROVE 
BERDASARKAN PERDA NO. 8 TAHUN 1999 DITINJAU DARI HUKUM 
TATA NEGARA ISLAM 
 
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian  
1. Sejarah Kabupaten Sinjai 
 Kabupaten Sinjai dahulu terdiri dari beberapa kerajaan-kerajaan yang 
tergabung dalam federasi tellu limpoe, dan kerajaan-kerajaan yang tergabung 
dalampitu limpoe. Tellu limpoe terdiri dari kerjaan-kerajaan yang berada dekat 
pesisirpantai yaitu kerajaan Tondong, Bulo-bulo dan Lamatti, sedangkan Pitu 
Limpoeadalah kerajaan-kerajaan yang berada di dataran tinggi yaitu kerajaan 
Turungeng,Manimpahoi, Terasa, Pao, Manipi, Suka dan Bala Suka.Dalam lontara 
susunan raja-raja yang ada di Sinjai pada masa lampau, bahwayang pertama 
menjadi raja dan Arung ialah Manurung Tanralili, yang kemudiandikenal dengan 
gelar Timpae Tana atau To Pasaja. 
Keturunan Puatta Timpae Tana atau Pasaja merupakan cikal bakal dan 
pendirikerajaan Tondong, Bulo-Bulo dan Lamatti. Adapun kerajaan yang 
pertamaberkembang di wilayah Pitu Limpoe adalah Kerajaan Turungeng, rajanya 
adalahseorang wanita yang diperisterikan oleh Putra Raja Tallo. Salah seorang 
wanita kawindengan seorang Putra Raja Bone dari perkawinan itu lahirlah tujuh 
orang anak, yaituseorang anak wanita dan enam orang anak laki-laki. Anak wanita 
kemudianmenggantikan ibunya memerintah di Turungeng, sementara yang lain di 
Manimpahoi,Terasa, Pao, Manipi, Suka dan Bala Suka.
1
 Bila ditelusuri hubungan 
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antara kerajaan-kerajaan yang ada di KabupatenSinjai dimasa lalu, maka 
nampaklah dengan jelas bahwa ia terjalin erat oleh talikekeluargaan yang dalam 
bahasa bugis disebut sijai artinya sama jahitannya. Hal inilebih diperjelas dengan 
adanya gagasan dari Lamassiajeng Raja Lamatti X untukmemperkokoh 
bersatunya antara kerajaan Bulo-bulo dengan Lamatti denganungkapanya Passijai 
Singkurenna Lamatti Bulo-bulo, sehingga setelah meninggaldunia beliau digelar 
Puatta Matinroe Risijainna.Eksistensi dan identitas kerajaan-kerajaan yang ada di 
Kabupaten Sinjai dimasa lalu semakin jelas dengan didirikannya benteng pada 
tahun 1557. Benteng inidikenal dengan nama Benteng Balangnipa sebab didirikan 
di Balangnipa, yangsekarang menjadi Ibukota Kabupaten Sinjai.Disamping itu 
benteng ini pun dikenal dengan nama Benteng Tellu Limpoe,karena didirikan 
secara bersama-sama oleh 3 (Tiga) Kerajaan, yakni Lamatti, Bulobulo, dan 
Tondong lalu dipugar oleh Belanda.Tahun 1954 adalah tahun yang sangat 
bersejarah bagi daerah Sinjai yangdiwakili oleh kerajaan Bulo-bulo yang 
mendapat banyak kunjungan dari dua kerajaanbesar yang sedang berperang dan 
berebut pengaruh. Hal ini disebabkan karena letakdaerah Sinjai yang berada pada 
daerah lintas batas dan sangat strategis bagi keduakerajaan yakni kerajaan Bone 
dan Kerajaan Gowa.Mengingat bahwa kedua kerajaan yang sedang berperang 
tersebut mempunyaihubungan kekerabatan dengan kerajaan-kerajaan Sinjai, maka 
Tellu Limpoe dan PituLimpoe berupaya untuk tidak memihak atau terlibat dalam 
perang tersebut, bahkandengan penuh kecerdikan dan kearifan raja-raja di Sinjai 
berusaha mempertemukanpimpinan kerajaan tersebut agar berunding dan 
berdamai.
2
Akhirnya pada bulan Februari 1564, Raja Bulo-bulo VI  La Mappasoko 
LaoManoe Tunrunna berhasil mempertemukan antara Kerajaan Gowa yang 
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diwakili oleh1 Mangerai Daeng Mammeta dan La Tenri Rawe Bongkangnge dari 
Kerajaan Bone,disaksikan oleh raja-raja lain sehingga lahirlah perjanjian yang 
kemudian dikenaldengan perjanjian Topekkong atau Lamung Patue 
Ritopekkong.Disebut Lamung Patue Ritopekkong karena perundingan ini 
dilaksanakandengan upacara penanaman batu besar, bagian batu yang dikuburkan 
dalam-dalamdimaksudkan sebagai simbol dikuburkannya sikap-sikap keras yang 
merugikansemua pihak. Sedangkan bagian batu yang timbul sebagai simbol 
persatuan yangtidak mudah bergeser. Tanggal 20 Oktober, Sinjai resmi menjadi 
Kabupatenberdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 
1959. 
 Kabupaten Sinjai adalah salah satu dari 23 Kabupaten/Kota dalam wilayah 
Provinsi Sulawesi Selatan yang terletak di pantai Timur Bagian Selatan 
jazirahSulawesi Selatan yang berjarak lebih kurang 223 Km dari Kota Makassar 
(IbukotaProvinsi Sulawesi Selatan). 
Secara geografis Kabupaten Sinjai merupakan salah satu pemerintahan 
daerah(Kabupaten) di Provinsi Sulawesi Selatan dengan pusat pemerintahannya 
berada diKecamatan Sinjai Utara. Secara geografis, lokasi wilayah Kabupaten 
Sinjai beradapada posisi 5° 2’ 56”-5° 21’ 16” Lintang Selatan (LS) dan 119° 56’ 
30”-120° 25’ 33”Bujur Timur (BT). Secara morfologi, daerah ini lebih dari 55,5 
% terdiri dari daerah datarantinggi (100-500 meter dari permukaan laut). 
Berdasarkan data DEM SRTM resolusi30 meter, ketinggian wilayah Kabupaten 
Sinjai berkisar antara 0 - 2821 meter (palingtinggi di sekitar Gunung 
Bawakaraeng). Sekitar 85% wilayah Kabupaten ini adalahmedan berbukit, 
bergelombang sampai bergunung. Luas wilayah Kabupaten Sinjaiadalah 819,96 
km2, yang secara administratif, terbagi menjadi 9 kecamatan definitif.Kecamatan 





Timur dan Kecamatan Tellulimpoe. Sedangkan Kecamatan SinjaiBarat 
merupakan kecamatan paling barat dan berada di kaki Gunung Bawakaraeng,serta 
berbatasan langsung dengan Kabupaten Gowa. Wilayah Kabupaten 
Sinjaiberbatasan dengan wilayah Kabupaten Bone di sebelah Utara, di sebelah 
Selatanberbatasan dengan Kabupaten Bulukumba, di sebelah Barat berbatasan 
denganKabupaten Gowa. Secara ekonomi daerah ini memiliki letak strategis 
karenamemiliki dua jalur perhubungan, yaitu darat dan laut. Jalur darat 
menghubungkankota-kota kabupaten atau kota provinsi yang menjadi pusat 
kegiatan ekonomi. Sedangjalur laut digunakan untuk hubungan antar daerah diluar 
Provinsi Sulawesi Selatan. 
Visi Kabupaten Sinjai untuk tahun 2013 – 2018 adalah terwujudnya 
SinjaiBersatu yang Sejahtera, unggul dalam kualitas hidup, terdepan dalam 
pelayananpublik. Kabupaten Sinjai memiliki luas wilayah 819,96 km2 yang 
terbagi dalam 9kecamatan yaitu Kecamatan Sinjai Barat, Kecamatan Sinjai 
Borong, KecamatanSinjai Selatan, Kecamatan Tellulimpoe, Kecamatan Sinjai 
Timur, Kecamatan SinjaiTengah, Kecamatan Sinjai Utara, Kecamatan Bulupoddo 
dan Kecamatan PulauSembilan. 
2. Hutan bakau desa Tongke-tongke 
 Secara historis tahun 1920-an Balang Deaeng Maketti adalah seorang 
yang pertama membangun kampong dan mendirikan soraja di Cemape, beliau 
merupakan salah seorang keturunan  Minahan Dg Sutte, dia bersaudara sepupu 
dengan Arung Baringeng Mapa-pasang Dg Patappu, beliau juga yang pertama 
membuka lahan pertambakan di Cempae. Kata Tongke-Tongke kata Dasarnya 
adalah “Toke” Kata toke dipakai untuk panggilan pedagang Asal China yang 
tinggal di Cempae kerena terkenalnya Kampung Cempae sebagi tempat 





menjadi “Tongke-Tongke” yang tidak hanya dihuni warga asal China akan tetapi 
juga Suku Bugis. Karena letak geografis dan kondisi alamnya yang strategis 
sehingga tentara Jepang menjadikan Tongke Tongke menjadi basis pertahanan 
terutama di daerah Bentengnge oleh tentara Jepang menjadikan pos pertahanan 
dan membentuk tentara Heiho, kekalahan Jepang terhadap sekutu sehingga 
mengungsi ke manipi.7  Masyarakat pada saat itu belum bisa menetap di kampung 
halamanya yaitu di Desa Tongke-tongke karena keamanan belum membaik, baik 




 Pada Tahun 1955-an terjadi abrasi pantai kurang lebih 15 meter per Tahun 
dan mengancam perkampungan serta seluruh tambak di sepanjang pantai tongke-
tongke. Tahun 1960-1962 kondisi keamanan mulai membaik, sebagian 
masyarakat kembali ke Tongke-Tongke menata kampungnya setelah keamanan 
dianggap benar benar pulih. Maka Pemerintah membagi Tongke-Tongke menjadi 
dua Dusun yakni Dusun Tongke-Tongke dan Dusun maroanging. Perkembangan 
dan perubahan dari tahun ke tahun mendorong Pemerintah untuk meningkatkan 
sumber daya manusia, sehingga Pada Tahun 1970 Pemerintah bersama 
masyarakat sepakat untuk mendirikan sekolah dasar. Setelah pemerintah membagi 
Desa Tongke-tongke menjadi dua dusun, masyarakat setempat mulai menata 
kembali Desa mereka, dengan bantuan dari  
Pemerintah dan swadaya masyarakat. Pada tahun 1980an oleh masyarakat 
Desa dilakukanlah penanaman bakau yang tinggal disekitar pesisir.
4
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hutan bakau Tongke-tongke merupakan salah satu dari beberapa titik kawasan 
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hutan bakau yang ada di wilayah Kabupaten Sinjai. Terletak di Desa Tongke-
tongke Kecamatan Sinjai Timur, kawasan ini menjadi daya tarik tersendiri dalam 
hal pengembangan kawasan mangrove sekaligus keterkaitannya dengan 
kepariwisataan dan pengembangan perikanan di Kabupaten Sinjai.   
 Hutan bakau mempunyai peranan yang penting ditinjau dari sisi ekologis 
maupun sosial ekonomi.  Merupakan tempat yang cocok untuk daerah asuhan 
(Nursery Ground) berpijahnya berbagai ikan, udang, kerang, kepiting, tempat bagi 
fauna daratan seperti burung, mamalia, reptile, insekta, selain menjadi habitat 
alami biota lain. Secara fisik hutan bakau menjadi zona penyangga dari instrusi air 
laut, melindungi pantai dari abrasi air laut, serta  menyokong terbentuknya daratan 
baru. Secara ekonomis hutan bakau menjadi sumber kayu bakar, bahan bangunan, 
daerah penangkapan ikan.  
 Pada Tahun 2002 sesuai Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang 
Otonomi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 1999 tentang 
Pemerintah Desa maka Tongke-Tongke yang dulunya merupakan lingkungan dari 
kelurahan samataring saat itu dijadikan Desa persiapan dengan Kepala Desa 
sementara H. Alimuddin. Desa Tongke-Tongke terdiri dari 5 Dusun yakni, Dusun 
Babana yang merupakan Ibukota Desa, Maronging, Baccara, Bentengnge dan 
Cempae. Kemudian pada tanggal 8 pebruari 2003 menjadi Desa definitive setelah 
tanggal 8-11 pebruari Tahun 2003 diadakan pemilihan Kepala Desa dan memilih 
bapak Muh. Nasri Dg. Lanna sebagai Kepala Desa Pertama di Tongke-Tongke 
dan dilantik pada tanggal 21 maret 2003. Adapun Visi dan Misi Desa Tongke-
Tongke sebagai berikut : 
 Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan 
yang diinginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan Desa. Penyusunan Visi 





pihak-pihak yang berkepentingan di Desa seperti Pemerintah Desa, BPD, Tokoh 
Masyarakat, tokoh Agama, lembaga masyarakat Desa dan masyarakat Desa pada 
umumnya. Pertimbangan kondisi eksternal bahwa Desa Tongke-Tongke 
merupakan salah satu Desa yang berada di Kecamatan Sinjai Timur mempunyai 
titik sektor perikanan dan pertanian sehingga Desa Tongke-Tongke merupakan 
daerah penghasil Ikan Laut dan  pertanian, olehnya itu maka berdasarkan 
pertimbangan diatas Visi Desa Tongke Tongke adalah “Mewujudkan Desa 
Tongke-Tongke Menjadi Desa Sejahterah  
Melalui sektor pertanian, Perikanan, pengolahan dan pemasaran hasil” 
Nilai-nilai yang melandasi yaitu ;  
 Sebagian besar masyarakat petani dan nelayan mampu mengembangkan 
sektor pertanian dan sektor perikanan  meski dalam skala kecil seperti pertanian 




 Selain Penyusunan Visi juga telah ditetapkan misi-misi yang memuat 
sesuatu pernyataan yang harus dilaksanakan oleh Desa agar tercapainya visi Desa 
tersebut. Visi berada di atas Misi. Pernyataan Visi kemudian dijabarkan ke dalam 
misi agar dapat di operasionalkan/dikerjakan. Sebagaimana penyusunan Visi,  
Misi pun dalam penyusunannya menggunakan pendekatan partisipatif dan 
pertimbangan potensi dan kebutuhan Desa Tongke-Tongke, sebagaimana proses 
yang dilakukan maka Misi Desa Tongke-Tongke adalah :  
(1) Menyelenggarakan Pemerintahan yang Transparan, Akuntabilitas, 
Partisipatif dan Responsif.  
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(2) Membangun sarana dan prasarana berbasis pada ekonomi perikanan 
dan pertanian yang produktif.  
(3) Meningkatkan dan memberdayakan peran wanita dan pemuda serta 
taraf hidup masyarakat.  
(4) Membangun pola hidup sehat melalui pemberdayaan PKK dan Kader 
Kesehatan Desa.   
(5) Meningkatkan kualitas dan kuantitas keagamaan, kebudayaan demi 
mewujudkan masyarakat yang religius, bermartabat dan berbudaya. 
(6) Meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur, 
pendidikan, kesehatan, dan keamanan demi terwujudnya masyarakat yang cerdas, 
sehat dan damai.  
(7) Mendorong peran serta setiap kelompok masyarakat demi tercip-tanya 
kegotong royongan dalam mewujudkan Desa membangun. Adapun susunan 
Struktur Organisasi Desa dapat di lihat dilampiran.  
B. Peranan Pemerintah Kabupaten Sinjai Dalam Pemeliharaan Hutan 
Mangrove 
 Berbicara mengenai peran pemerintah Kabupaten Sinjai dalam 
pemeliharaan hutan mangrove. Berdasarkan peraturan daerah nomor 8 tahun 
1999, Pemerintah Sinjai bersama dinas terkait melaksanakan fungsi pengawasan 
perda yakni : 
1. Operasi pengawasan dan pengamanan  
Dalam Perda no 8 tahun 1999 ada dinyatakan bahwa terdapat tim pengawas 
yang dibentuk pemerintah daerah Sinjai. Operasi pengawasan dan 
pengamanan ini melibatkan dinas terkait yang terkoordinasi dalam satu tim 
pengawasan perlindungan hutan. Senada dengan hasil wawancara dengan 





berdasarkan data hasil wawancara, yang menjadi narasumber di Dinas 
Pariwisata adalah Bapak Andi Mandasini (Kepala Bidang Pengembangan dan 
Pemasaran Pariwisata) Kabupaten Sinjai.  
 “Ada kelompok sadar wisata (Pokdarwis), aku cinta indonesia (Aci) yang 
melakukan kegiatan pengawasan dan pengamanan.Dalam proses 
pengembangan hutan bakau juga Dinas Pariwisata selama ini membentuk 




2. Kegiatan kelembagaan 
Kegiatan ini dimaksudkan agar masyarakat yang tinggal di dekat kawasan 
hutan bakau dapat berpastisipasi dalam kegiatan pengelolaan hutan dengan 
membentuk kelompok tani atau pengembangan pada kelompok tani yang 
sudah ada. 
 


















kehutanan swadaya agar 
kelompok tani dapat 
mengelola hutan secara 







yang tersebar di tiap-
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hutan sehingga selain 
nyata terdapat suatu 
kebutuhan terhadap 
areal hutan. 
Kegiatan ini dilakukan 
untuk menjaga agar 
kawasan hutan tetap 




























menebang pohon dalam 
kawasan hutan secara 
sembarangan akan 
mengancam  kelestarian 
hutan dan makhluk 
hidup yang ada 
didalamnya. 
areal yang terlalu 
padat. 
Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tahun 2018 
3. Pelestarian hutan 
Berdasarkan Peraturan Daerah Sinjai Nomor 08 Tahun 1999 tentang 
pengelolaan hutan bakau bahwa bakau merupakan ekosistem hutan, dan 
oleh karena itu, maka pemerintah bertanggung jawab dalam pengelolaan 
yang berdasarkan manfaat dan lestari, kerakyatan, keadilan, kebersamaan, 
keterbukaan dan keterpaduan. Partisipasi masyarakat terhadap 
pengelolaan kawasan hutan bakau di Kabupaten Sinjai dilakukan dengan 
melibatkan mereka dalam kegiatan perlindungan dan pelestarian yang 
dimana Pelaksanaan pelestarian hutan bakau adalah untuk mencegah dan 
membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan daerah Sinjai. 
Hal tersebut diperkuat dengan salah satu hasil wawancara dengan H. 
Muh. Tayeb:  
“Pada tgl 04 bulan 11 tahun 2018 saya bersama mahasiswa dari unhas 2 





kurang lebih 1 hektar , menanam bibit bakau 1500 . 3 bulan sudah 
mengeluarkan pucuk dari tanaman bibit ini”.
7
  
4. Standar Operasional Prosedur  
Standar Operasional Prosedur (SOP) merupakan suatu pedoman atau 
acuan untuk melaksanakan tugas pekerjaan sesuai dengan fungsi dan alat 
penilaian kinerja instansi pemerintah maupun non-pemerintah, usaha 
maupun non-usha, berdasarkan indikator-indikator teknis, administratif, 
dan prosedural sesuai tata kerja, dan sistem kerja pada unit yang 
bersangkutan. Namun dalam wawancara peneliti dengan Andi Mandasini 
(Kepala Bidang Pengembangan dan Pemasaran Pariwisata) Kabupaten 
Sinjai dalam kegiatan pemeliharaan hutan mangrove Standar Operasional 
Prosedur masih dalam proses penerapan. 
C. Faktor Yang Menjadi Penghambat Dan Pendukung Pemeliharaan Hutan 
Mangrove Di Kabupaten Sinjai 
 Dengan berlakunya Peraturan Daerah No. 8 tahun 1999 diyakini banyak 
orang akan membawa harapan yang baru bagi masa depan ekonomi, khususnya 
dalam otonomi Daerah. Namun disisi lain memunculkan kekhawatiran baru 
apakah pemberlakuan peraturan pengelolaan hutan bakau tersebut di era otonomi 
daerah dapat menjamin kelestarian sumberdaya alam termasuk didalamnya 
bagaimana agar dengan otonomi daerah dapat dicapai pemanfaatan sumberdaya 
hutan yang adil dan berkelanjutan. Dalam suatu kegiatan, faktor pendukung dan 
penghambat sudah pasti menyertai dalam setiap kegiatan tersebut . Faktor 
Pendukung Pemeliharaan Mangrove di Kabupaten Sinjai diantaranya : 
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1. Salah satu faktor pendukung strategi komunikasi Dinas Pariwisata dan 
Kebudayaan Kabupaten Sinjai karena adanya dukungan dan kerjasama 
dengan beberapa pihak yang terlibat dalam proses pengembangan hutan 
bakau, seperti yang diungkapkan oleh seorang informan berikut ini:   
 “Adanya kerjasama dengan kemitraan dan pemangku kepentingan di 
sektor wisata, seperti terjalinnya komunikasi antara Dinas Pariwisata dan 
Kebudayaan Kabupaten Sinjai dengan berbagai elemen masyarakat Desa, 
khusunya masyarakat yang tergabung dalam kelompok sadar lingkungan atau 
kelompok Aku Cinta Indonesia (ACI) inilah sebagai pengelolah pengembangan 
hutan bakau di Kabupaten Sinjai.
8
 
2. Adanya beberapa bantuan dari pihak-pihak yang ikut berpartisipasi dan 
mendukung proses pemeliharaan hutan bakau di Kabupaten  Sinjai, bantuan 
tersebut diserahkan langsung kepada masyarakat setempat. Sebagaimana 
pernyataan dari salah seorang informan sebagai berikut:  
“Adanya bantuan langsung dari Kementerian Kelautan dan 
Perikanan berupa dana dan bibit pohon bakau yang diserahkan 
langsung kepada ketua kelompok Aku Cinta Indonesi (ACI) dan 
dari berbagai pihak yang ikut berpartisipasi dalam pengembangan 
hutan bakau sebagai kawasan objek  wisata. adanya bantuan dari 
Kementerian Kelautan dan Perikanan RI berupa  pembangunan 
jembatan penghubung untuk menikmati spot dan pemandangan 
yang rimbun hutan bakau di kabupaten Sinjai”.9 
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3. Pembangunan fasilitas yang ada merupakan sumbangan langsung dari 
Kementerian Perikanan dan Kelautan RI, seperti pembuatan dermaga atau 
jembatan penguhubung dan bibit pohon bakau yang diserahkan kepada 
masyarakat. Dan baru-baru ini mendapat bantuan tunai seratus juta rupiah 
sebagai bantuan pengembangan hutan bakau, berikut peryataan salah satu 
informan sebagai berikut :    
“Sarana dan Prasana untuk pengunjung disiapkan dikawasan hutan bakau 
seperti tersedianya home stay, sarana parkir, tempat beribadah, toilet yang 
dikelola oleh masyarakat sekitar, area kuliner ada lima kafe terapung di ujung 
jembatan kawasan hutan bakau. Dan  akses menuju ke lokasi objek wisata hutan 
bakau  sudah beraspal mulus, dan ada beberapa papan penunjuk informasi menuju 
ke objek wisata hutan bakau yang telah dipasang oleh Dinas Pariwisata dan 
Kebudayaan Kabupaten Sinjai, berkat bantuan CSR dari Bank Sulselbar, 
kemudian pembangunan gerbang wisata masuk ke Desa Tongketongke juga 
merupakan bantuan dari CSAR Bank Sulselbar”.10 
Adapun faktor penghambat Pengembangan Hutan Mangrove di Kabupaten Sinjai 
diantaranya : 
1. Ada beberapa faktor penghambat Pemerintah Kabupaten Sinjai dalam 
pengembangan hutan bakau, salah satunya yaitu dana pengembangan yang 
belum memadai. Sehingga Pengembangan potensi wisata belum merata, 
padahal ada beberapa hutan beberapa hutan bakau yang ada di Kabupaten 
Sinjai tetapi belum dikembangkan karena keterbatasan biaya dan sumber daya 
manusia, sebagaimana yang dikatakan oleh informan  berikut:   
“Belum adanya penyerahan dana dari Pusat, jadi belum bisa mengelolah 
hutan bakau secara menyeluru, karena apa yang saat ini ada dikawasan hutan 
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bakau seperti jembatan penghubung itu merupakan sumbangan langsung dari 
Kementerian Kelautan dan Perikanan RI”.11 
2. Faktor penghambat lainnya atau kendala yang dihadapi Dinas Pariwisata dan  
pemerintah Desa dalam mengembangkan hutan bakau adalah terbatasnya 
kemampuan dan keterampilan sumber daya manusia dalam mengelolah dan 
mengembangkan potensi hutan bakau yang ada sebagaimana yang 
diungkapkan oleh informan berikut :  
“Terbatasnya kemampuan dan keterampilan sumber daya manusia di 
sekitar objek wisata dalam memanfaatkan potensi yang ada. Kepribadian dan 
latarbelakang masyarakat yang berbeda-beda terkadang membuat sedikit kesulitan 
dalam menghadapi dan mengajak masyarakat setempat untuk ikut berpartisipasi 
dalam pengembangan dan pelestarian hutan bakau di Desa Tongke-tongke. 
Karena sebagian dari mereka adalah nelayan yang memiliki kesibukan di laut, 
sehingga waktu mereka dalam mengelolah dan mengembangkan hutan bakau 
masih kurang.”12 
3. Bagaimana pihak Dinas Pariwisata mengajak dan menyakinkan masyarakat 
untuk berkunjung ke wisata hutan bakau Desa Tongke-tongke, dalam hal ini 
Dinas Pariwisata harus memberikan informasi yang jelas dan menarik bagi 
pengunjung untuk berwisata di hutan bakau Tongke-tongke, sebagaimana 
pernyataan dari informan tersebut: 
 “Bagaimana menyampaikan informasi kepada masyarakat dan 
menyakinkan masyarakat agar mau berkunjung ke kawasan objek 
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wisata hutan bakau di Desa Tongke-tongke. Tentunya dengan 
memberikan informasi yang akurat dan jelas mengenai kawasan 
objek wisata hutan bakau”.13 
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai membuat aturan 
tersendiri dalam mengajak masyarakat ikut berpartisipasi dalam penanaman dan 
pengembangan hutan bakau di Kabupaten Sinjai, agar masyarakat terlibat dan ikut 
serta dalam pengembangan hutan bakau, seperti halnya diterapkan sanksi bagi 
masyarakat setempat yang merusak hutan bakau, sanksinya yaitu merusak satu 
pohon bibit bakau maka harus mengganti dengan menanam seratus bibit pohon. 
Selain itu metode yang digunakan lebih cenderung pada pemberian contoh dan 
praktek langsung kepada masyarakat sehingga dapat langsung dilihat oleh 
masyarakat tersebut.  
Adapun harapan pemerintah Desa mengenai pengembangan hutan bakau 
adalah:  
“Pemerintah Desa Tongke-tongke Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten 
Sinjai yaitu bagaimana Pemerintah Kabupaten Sinjai ini untuk menjembatangi 
Pemerintah Desa untuk bagaimana secepatnya supaya aturan bisa di buat bersama 
terkait apa yang bisa di dapatkan dari adanya hutan bakau ini sebagai destinasi 
wisata, karena sampai sekarang belum ada acuan atau dasar aturan mengenai 
destinasi wisata, jadi harapan Pemerintah Desa kepada Pemerintah Kabupaten 
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sesegera melakukan konsultasi ke Pusat untuk acuan atau dasar pengembangan 
hutan bakau”.14 
Dari hasil wawancara diatas dapat dipahami bahwa pengembangan hutan 
bakau di Kabupaten Sinjai, rupanya berhasil dan sukses dikembangkan melalui 
partisipasi masyarakat dan kerjasama Pemerintah Daerah dan kerjasama dari 
Kementerian Perikanan dan Kelautan RI dan kelompok lainnya, hal tersebut dapat 
dilihat adanya penghargaan yang diserahkan langsung oleh Presiden Republik 
Indonseia kepada salah seorang perintis hutan bakau di Desa Tongke-tongke. 
Baru-baru khusunya kelompok masyarakat Aku Cinta Indonesia (ACI) 
mendapatkan penghargaan juara 1 tingkat Nasional kategori Berkembang dari 
Kementerian Pariwisata Indonesia. 
D. Hukum Tata Negara Islam Tentang Pengelolaan Lingkungan  
Tujuan hukum sebagai sarana dalam mencapai kebahagiaan bagi 
masyarakat tidak terlepas dari peran pemerintah dalam mengedapankan 
kepentingan umum sebagai tanggung jawab pemerintah dalam hubungan 
pemerintah dengan warga negaranya. Dalam islam dikenal dengan Siyasah 
Dusturiyah yang mengatur hubungan pemerintah dengan warga negaranya. 
Siyasah Dusturiyah yaitu ilmu tentang tata atur konstitusi negara yang 
menyangkut lima konsep dasar yaitu: konstitusi, legislasi, lembaga kekuasaan, 
lembaga negara, serta hak dan kewajiban negara.
15
 
                                                 
14Yusri Al’usra (40 tahun), Sekertaris Desa Tongke-Tongke, Wawancara, Kantor Desa 
Tongke-tongke, 07 Desember 2018. 
15





Kewajiban negara sebagai pelindung sekaligus tempat 
menggantungkannya tujuan dari keinginan dari seluruh rakyatnya, di tuangakan 
dalam cita-cita dan tujuan negara yaitu mencapai kesejahteraan bagi rakyatnya. 
Prinsip dalam Siyasah Dusturiyah yang berorientasi kepada sebesar-besarnya 
kemaslahatan umat, sesuai dengan prinsip  “kebijaksanaan imam sangat 
tergantung kepada kemashlahatan rakyat”.16 
 Kaidah ini menegaskan bahwa seorang pemimpin harus mengedepankan 
aspek kemaslahatan rakyat bukan berdasarkan keinginan pribadi atauhawa 
nafsunya, keinginan keluarganya atau kelompoknya. Sebagaimana dalam QS. An-
nisa /4:58 
                        
                             
Terjemahan: 
Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada 
yangberhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan 
hukum di antaramanusia supaya kamu menetapkan dengan adil. 
Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya 




Allah Swt. menyampaikan perintah dan larangannya tidak sekaligus dan 
tidak juga berdiri sendiri. Agar akal manusia tidak dipenuhi aneka informasi dan 
perintah pada saat yang sama, setiap perintah dikaitkan dengan sesuatu yang 
dihunjam ke dalam lubuk hati. Bila telah mantap dan di tamping di dalam benak 
dan hati, datang lagi perintah dan larangan baru. Dan ini pada gilirannya 
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terhunjam  pula ke dalam hati dan benak. Demikian dari saat ke saat sehingga, 
bila tiba saat mengerjakan perintah atau menjauhi larangan, muncul bersamaan 
dengannya apa yang telah tertanam sebelumnya dalam lubuk hati. Itu sebabnya 
sehingga perintah dan larangannya hampir selalu dikaitkan dengan alasan yang 
memuaskan akal dan menyentuh jiwa manusia.
18
 
Amanah adalah sesuatu yang diserahkan kepada pihak lain untuk 
dipelihara dan dikembalikan bila tiba saatnya  atau bila diminta oleh pemiliknya. 
Amanah adalah lawan dari khianat. Ia tidak diberikan kecuali kepada orang yang 
dinilai oleh pemberinya dapat memelihara dengan baik apa yang diberikannya itu. 
Semuanya diperintahkan Allah agar ditunaikan. Ada amanah antar manusia dan 
Allah, antara manusia dan manusia lainnya, antar manusia dengan lingkungannya, 
dan antar manusia dengan dirinya sendiri. Masing-masing memiliki perincian, dan 




Secara esensial, prinsip-prinsip metodologis maslahat yaitu: 
1. Hukum dirumuskan untuk mewujudkan dan memelihara 
kemaslahatan manusia serta menolah kemudaratan. 
2. Setiap penetapan hukum harus bermuara pada kemaslahatan, hingga 
seitap saat terdapat kemaslahatan syariat islam. 
3. Kemaslahatan umum didahulukan dari pada kemaslahatan perorangan. 
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4. Maslahat dirumuskan bersama oleh rakyat dan pemerintah, melalui 




Menurut Imam Malik atau Malin bin Annas dengan teorinya mengenai al-
mursalah (untuk kepentingan umum), menyebutkan bahwa: 
1. Kepentingan umum atau kemaslahatan umum itu bukan hal-hal yang 
berkenaan dengan ibadat. 
2. Kepentingan dan kemaslahatan umum itu harus selaras (in harmony with) 
dengan jiwa syari’ah dan tidak boleh bertentangan dengan salah satu sumber 
syari’ah itu sendiri. 
3. Kepentingan atau kemaslahatan umum itu haruslah merupakan sesuatu yang 
esensial (diperlukan) dan bukan hal-hal yang bersifat kemewahan.
21
 
Imam malik menegaskan bahwa kemaslahatan dikehendaki oleh syara’, 
beliau beralasan bahwa Tuhan mengutus Rasulnya untuk kemaslahatan manusia. 
Sebagaimana dalam QS. Al-Anbiya /21:107 
                 
Terjemahan: 
Dan Kami tidak mengutus engkau (Muhammad) melainkan untuk 
(menjadi) rahmat bagi seluruh alam.
22
 
Pembingkaian kehidupan masyarakat atau warga negara melalui kebijakan 
publik umumnya dinilai bermanfaat oleh negara. Secara normatif, pemerintahan 
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dapat dianggap sebagai sumber kebijakan sosial, yang tujuan, program dan 
tindakanya semuanya selalu bertumpu untuk memenuhi makna eksistensinya, 
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A. Kesimpulan  
 Berdasarkan hasil dari pembahasan bab-bab sebelumnya maka 
dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 
1. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pemeliharaan hutan 
mangrove di Kabupaten Sinjai. Maka dapat ditarik kesimpulan sebagai 
berikut, penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pemeliharaan hutan 
mangrove Pemerintah Kabupaten Sinjai membentuk kader kehutanan, 
pengembangan kapasitas masyarakat, pengawasan kawasan bersama-sama 
demi mencapai tujuan kelestarian hutan. 
2. Faktor pendukungnya yakni adanya kerjasama dengan kemitraan dalam 
Pemeliharaan hutan mangrove, kelompok pemerhati Mangrove yang ikut 
berpartisipasi dalam pengembangan hutan bakau, masyarakat dan 
pemerintah Desa setempat. Sedangkan faktor penghambatnya adalah 
pengembangan hutan bakau yang belum merata, ketersediaan dana dan dan 
fasilitas umum yang belum   memadai, terbatasnya kemampuan dan 
keterampilan sumber daya manusia  disekitar hutan bakau dalam 
memanfaatkan potensi yang ada. 
3. Pengelolaan Lingkungan dalam pandangan Islam merupakan karunia 
dari Allah SWT kepada manusia untuk digunakan sebagai kelangsungan 
hidup dan menjadikannya sebagai alat bantu manusia untuk menjaga 





         B.    Impilikasi Penelitian  
   Setelah mekukan penelitian dan observasi, maka ada beberapa 
yang akan penulis kemukakan, diantaranya ialah :  
1. Pemerintah Kabupaten Sinjai memanfaatkan Mangrove sebagai ekowisata 
dan hutan pendidikan.  
2. Melibatkan semua elemen-elemen yang terkait dengan pengembangan 
hutan bakau di Kabupaten Sinjai, sehingga pengembangan yang 
dilaksanakan dapat dilakukan bersama-sama dan sesuai dengan apa yang 
diharapkan bersama. 
3. Kerja sama yang harus terus terjalin dengan Pemerintah Pusat, 
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Lampiran-Lampiran
A. Untuk Kepala Dinas pengembangan dan promosi pariwisata
1. Bagaimana peran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai dalam
pemeliharaan hutan bakau ?
2. Selain Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, siapa saja pihak-pihak yang
berperan penting dalam pemeliharaan hutan bakau ?
3. Apa saja yang menjadi faktor penghambat dan faktor pendukung dalam
pemeliharaan hutan bakau di Desa Tongke-tongke ?
B. Untuk Tokoh masyarakatat
1. Bagaimana menurut bapak dengan adanya pengembangan hutan bakau ini sebagai
objek wisata di Desa Tongke-tongke ?
2. Bagaimana partisipasi Masyarakat terhadap pengembangan hutan bakau di Desa
Tongke-tonkge ?
3. Apa yang menjadi harapan bapak terhadap pengembangan hutan bakau
sebagai salah satu objek wisata di Desa Tongke-tongke kedepannya ?
C. Untuk Tokoh Agama
1.  Apakah Sudah ada dakwah  kepada Masyarakat tentang pentingnya
hutan mangrove ?
2.  Bagaimana Partisipasi masyarakat terhadap pengembangan hutan bakau di Desa
Tongke-tongke ?
3. Apa yang menjadi harapan bapak untuk pembangunan hutan bakau sebagai salah
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2. Kawasan Pusat Restorasi dan Pembelajaran Mangrove 
 
Gerbang Masuk Wisata hutan bakau Tongke-tongke 
 
Tampak dalam wisata hutan bakau Tongke-tongke (Tanggal 07 Desember 2018) 
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Wawancara dengan H. Muh. Tayyeb ketua kelompok Aci  
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